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KATA PENGANTAR

Sejak kasus AIDS ditemukan pertama kali di Indonesia pada tahun
1987, banyak pihak telah menyadari perlunya memasukkan aspek hukum dan
hak asasi manusia dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan
HIV dan AIDS. Berhubung pengaturan tentang HIV dan AIDS tidak ditemukan
dalam UU, Perpu, PP, Kepres, Perda, usaha untuk membuat peraturan
tentang HIV dan AIDS mulai digagas melalui pertemuan dan diskusi-diskusi
formal maupun non formal. Beberapa hal yang muncul dalam diskusi antara
lain: aspek kerahasiaan ketika seseorang memutuskan untuk menjalani tes
HIV, perlindungan hukum dan hak asasi manusia, kondom sebagai alat
pencegahan, perlindungan bagi tenaga kesehatan yang mungkin tertular HIV
ketika melakukan pekerjaan, dan lain sebagainya.

USAID|Health Policy Initiative Task Order-1 (HPI) adalah proyek
kerjasama USAID dengan Pemerintah Indonesia untuk mendukung program
penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia seperti yang tercantum dalam
Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS, khususnya untuk advokasi
kebijakan dan implementasinya. Salah satu kegiatan HPI adalah
mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pembuatan atau implementasi
suatu kebijakan dan mendesain alternatif solusinya. Studi kualitatif yang
dilakukan di Jawa Timur (Surabaya, Banyuwangi, Malang) oleh HPI
menunjukkan adanya beberapa hambatan operasional antara lain belum
adanya petunjuk operasional yang dapat dijadikan rujukan pembuatan
peraturan di tingkat Kabupaten/Kota. Selain itu informasi mengenai jenis
kebijakan maupun proses pembuatan kebijakan masih  belum
diketahui/dipahami sepenuhnya, termasuk tata cara penyusunan suatu
peraturan, pemantauan dalam pelaksanaannya, juga peran tiap pemangku
kepentingan.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa untuk menghasilkan
produk hukum yang baik, efektif dan dapat diterima diperlukan proses
advokasi dalam proses pembuatan perangkat hukum berlangsung, baik
sebelum, pada saat dan sesudahnya. Hal ini dikarenakan proses advokasi
juga menyangkut: (1) substansi hukum: ditempuh dengan legislasi dan proses
pengadilan; (2) tatanan hukum: ditempuh dengan proses birokrasi dan proses
politik; dan (3) budaya hukum: ditempuh dengan mendidik masyarakat
tentang peraturan dan penerapannya.

Untuk membantu mengatasi kendala-kendala di atas, HPI menyusun
dokumen ini sebagai salah satu referensi bagi pihak-pihak yang ingin
menggagas pembuatan kebijakan tentang pencegahan dan penanggulangan
HIV dan AIDS di daerah. Khususnya, dokumen ini menyediakan informasi
komprehensif yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengadvokasi dan
atau mengkritisi pembuatan Perda tentang pencegahan dan penanggulangan
HIV dan AIDS.
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BAB |
KEBIJAKAN HIV DAN AIDS

A. Peraturan Perundang-undangan

HIV adalah virus yang dapat menular, karena itu pencegahan dan
penanggulangannya harus tunduk pada peraturan tentang pencegahan dan
penangggulangan penyakit menular. Indonesia telah memiliki satu gugusan
peraturan perundangan tentang pencegahan penyakit menular yakni :

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

2. Undang-Undang No. 04 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

3. Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan
Wabah Penyakit Menular

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 560/Menkes/VII/1989 tentang
Wabah Penyakit Menular. Pasal 2 menyebutkan bahwa jenis penyakit
tertentu yang dapat menimbulkan wabah, yaitu (a) kolera, (b) demam
kuning, (c) tipus bercak, (d) pes, (e) demam bolak-balik, (f) demam
berdarah dengue, (g) campak, (h) polio, (i) difteri, (j) batuk rejan, (k) rabies,
(I) malaria, (m) influensa, (n) hepatitis, (0) tifus perut, (p) meningitis, (q)
encephalitis; dan (r) antrax. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa Menteri
Kesehatan berwenang untuk menetapkan penyakit yang digolongkan
sebagai wabah penyakit menular.

Dari gugusan peraturan di atas terlihat bahwa Infeksi Menular Seksual,
khususnya HIV & AIDS, belum ditetapkan secara limitatif sebagai penyakit
menular yang mewabah. Hal ini mungkin disebabkan oleh sifat penularan dan
pencegahannya yang memerlukan tindakan dan pendekatan khusus. HIV
adalah virus yang dapat menular, tetapi HIV bukanlah virus yang mudah
menular, karena itu tidak dapat digolongkan sebagai penyakit yang dapat
menimbulkan wabah. Dalam diskusi, selalu muncul dua pendapat:

e Apakah Menteri Kesehatan perlu menetapkan IMS dan HIV & AIDS
sebagai penyakit menular berarti tunduk pada UU Nomor 4 Tahun 1984
tentang Wabah Penyakit Menular; atau

e Perlukah dibuat suatu peraturan khusus tentang IMS dan HIV & AIDS
mengingat sifat penularan dan pencegahannya yang memerlukan
tindakan dan pendekatan khusus?

Jika IMS dan HIV & AIDS ditetapkan sebagai penyakit menular
berdasarkan wewenang Menteri Kesehatan, maka secara langsung upaya
pemberantasannya akan tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962
tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang
Karantina Darat. Dua ketentuan perundangan ini membolehkan tindakan
isolasi dan larangan bepergian bagi barangsiapa yang ditetapkan sebagai
pengidap wabah penyakit menular. Pasal 28 ayat (3) dan pasal 30 UU Nomor
23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pemberantasan
penyakit menular atau penyakit yang dapat menimbulkan angka kesakitan
dan atau angka kematian yang tinggi harus dilaksanakan sedini mungkin,
antara lain dengan menghilangkan sumber dan perantara penyakit.



HIV & AIDS pada waktu itu belum menjadi fenomena kesehatan yang penting
dan tidak disebutkan sebagai salah satu penyakit menular yang
membutuhkan penanganan istimewa.

B. Peraturan Kebijakan dan Komitmen tentang HIV & AIDS

Pada tahun 1994, Presiden Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden
(Keppres) No.36 Tahun 1994 tentang pembentukan Komisi Penanggulangan
AIDS yang kemudian diganti menjadi Peraturan Presiden (Perpres) No.75
Tahun 2006. Perpres tersebut bersifat administratif/organisatoris sehingga
tidak dapat dipakai untuk mengatur tata hubungan antar individu maupun
hubungan individu dengan negara, terkait dengan perubahan perilaku.
Perpres ini juga tidak mengandung muatan yang mengatur tanggung jawab
individu pada negara atau tanggung jawab negara kepada warga negaranya.

Beberapa peraturan kebijakan yang mengatur tentang HIV & AIDS
adalah sebagai berikut:

1. Strategi Nasional HIV & AIDS 2003-2007;

2. Strategi Nasional HIV & AIDS 2007-2012 dan Rencana Aksi Nasional
Penanggulangan HIV & AIDS di Indonesia;

3. Kesepakatan Bersama KPA dan BNN (Kepolisian Republik Indonesia
selaku Ketua BNN) No. 21 KEP/MENKO/KESRA/XII/2003;
No. B/04/X11/2003/BNN Tentang Upaya Pencegahan Penularan HIV/AIDS
dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan
Zat/Bahan Adiktif dengan Cara Suntik;

4. Keputusan Bersama KPA dan BNN No. 20 KEP/MENKO/
KESRA/XI1/2003; No.B/04/XII/2003/BNN tentang Pembentukan Tim
Nasional Upaya Terpadu Pencegahan Penularan HIV/AIDS dan
Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat/Bahan
Adiktif dengan Cara Suntik;

5. Keputusan Presiden Rl Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi
Penanggulangan AIDS;

6. Peraturan Presiden Rl Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi
Penanggulangan AIDS;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 20 tahun 2007 tentang Komisi
Penanggulangan AIDS;

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/
PER/ MENKO/ KESRA/ I/ 2007 tentang Kebijakan Nasional
Penanggulangan HIV & AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk
Pengggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;

9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 68/ Men/ IV/ 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
HIV/AIDS di Tempat Kerja;

10.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
350/Menkes/SK/IV/ 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Pengampu dan
Satelit Program Terapi Rumatan Metadone serta Pedoman Terapi
Rumatan Metadone.



Pelbagai kegiatan advokasi juga dilakukan untuk menciptakan situasi
yang kondusif bagi terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan
HIV & AIDS. Kegiatan-kegiatan tersebut mencetuskan pelbagai kebijakan,
pernyataan bersama, rekomendasi dan komitmen, contohnya: Deklarasi
Sanur (1997), Komitmen Sentani (2004), Komitmen Sanur (2004), Komitmen
FLOBAMORA (2006), Kesepakatan Blambangan, dan lain sebagainya.

Untuk mengisi kekosongan dalam peraturan, berbagai pihak sudah
melakukan kegiatan advokasi baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota
untuk memulai pembuatan Perda tentang pencegahan dan penanggulangan
HIV & AIDS. Dalam proses advokasi tersebut, ada dua pertanyaan yang
sering diajukan:

1. Jika tidak ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi, apakah
pemerintah Daerah dan DPRD berwewenang membuat Perda?

2. Jika Pemerintah Daerah & DPRD berwewenang, apa dasar hukumnya
dan dalam hal apa sajakah Perda tersebut diperlukan?

Permasalahan ini  sebenarnya dapat dikonfirmasikan ke
Pasal 12 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan - selanjutnya disebut UU P3 (lihat pula Pasal 136 ayat
(2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah
diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2005 dan diubah untuk kedua kalinya
dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, selanjutnya disebut UU Pemda).
Ketentuan di atas mengatur tentang materi muatan Perda yakni seluruh
materi muatan dalam rangka:
a. penyelenggaraan otonomi daerah,
b. penyelenggaraan tugas pembantuan,
c. menampung kondisi khusus daerah, serta
d. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemerintah daerah
berwenang membentuk Perda sekalipun tidak ada perintah dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi sepanjang urusan yang hendak diatur
itu merupakan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Sebagai dasar hukum, pembuatan Perda tentang Pencegahan dan

Penanggulangan HIV & AIDS dapat merujuk kepada:

a. Pasal 13 ayat (1) huruf e UU Pemda untuk Provinsi, “Urusan wajib yang
menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan
dalam skala provinsi yang meliputi: ... e. penanganan bidang kesehatan;
... “, dan Pasal 14 ayat (1) huruf e UU Pemda untuk Kabupaten/Kota,
“Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota yang
meliputi: ... e. penanganan bidang kesehatan; ...

b. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan
ayat (2) yang memuat ketentuan bahwa pemerintahan daerah Provinsi
dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan
wajib meliputi: “... b. kesehatan; ... .” Dalam Lampiran PP Nomor 38



Tahun 2007, huruf B. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang
Kesehatan, Sub Bidang angka 1. Upaya Kesehatan, Sub-Sub Bidang
angka 1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, kewenangan
Pemerintahan Daerah Provinsi antara lain adalah (2) Penyelenggaraan
pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala provinsi, dan
kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara lain adalah (2)
Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
skala kabupaten/kota.

C. Kebijakan Operasional lain yang dapat Dikembangkan
Selain Perda, ada berbagai macam perangkat hukum lain yang dapat

dikembangkan. Tabel di bawah memberikan deskripsi singkat beserta
keuntungan dam kerugian masing-masing.



Tabel 1

Definisi

Keuntungan

Kerugian

Perda:

adalah suatu peraturan perundangan yang dibuat oleh lembaga yang
berwenang, bersifat mengikat dan memaksa untuk ditaati.

e mengikat secara yuridis keluar
dan ke dalam, maka masyarakat
luas terikat untuk menaatinya.

e dapat dijadikan upaya hukum
karena telah ada sanksi dan

e proses panjang
¢ butuh waktu lama

mekanisme penyelidikan,
penyidikan dan  penjatuhan
sanksinya.
Surat Edaran: adalah sebuah pemberian informasi yang khusus mengenai suatu mudah diproses dan dapat dipakai | ¢ hanya berupa himbauan
keadaan tertentu, bersifat urgent, berbahaya dan atau membutuhkan sebagai “test case’” untuk | e tidak mengikat

perhatian serta penanganan tertentu dan segera.

mengukur reaksi masyarakat.

e tidak ada sanksi

Surat Keputusan
Bersama
(Memorandum of
Understanding)

adalah surat yang dibuat antara Pemerintah Kecamatan, Pemerintah
Kota/Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dengan pihak pengelola atau
pihak terkait lainnya.

e cepat, praktis dan mengatur hal
teknis koordinatif dalam prinsip
saling menguntungkan.

e Wewenang penuh ada pada
kepala instansi dan para pihak
yang terlibat

e hanya mengikat sektor-
sektor dan pihak terkait

e hanya memuat hal-hal yang
limitatif dengan garis kerja
yang ketat

o tidak ada sanksi

Surat Keputusan
(SK)

e adalah perangkat hukum untuk mengatasi hal-hal tertentu

e merupakan instrumen pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi
untuk mengatur hal-hal operasional yang tidak ada dalam ketentuan
lebih tinggi.

e merupakan “embrio” Perda

e mudah dicabut bila setelah
evaluasi dibuktikan kurang
efektif, atau isinya sudah

ditampung di dalam Perda

SK hanya mengikat lingkungan
eksekutif, dan tidak mengikat

masyarakat, maka sanksi
hanya terhadap lingkungan
eksekutif.

Instruksi adalah perangkat hukum yang bersifat perintah untuk tindakan yang | ¢ cepat e hanya berlaku untuk jangka
insidentil dan segera. waktu terbatas
Petunjuk adalah pedoman yang memuat hal-hal teknis bagi aparat / petugas e dapat menyeragamkan e karena hanya perangkat

Teknis/Petunjuk
Pelaksanaan
(Juknis/Juklak)

yang akan melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan.
Juknis dan juklak itu sendiri bukanlah peraturan perundangan.

pelaksanaan (penerapan dan
penegakan) peraturan sehingga
tidak ada kesan stigma dan
diskriminasi.

tambahan maka dapat tidak
dilaksanakan  sepenuhnya
asalkan penyimpangan
tersebut lebih efektif, efisien,
tidak kolusif, tidak nepotitis,
dan tidak koruptif.




Tabel 1

Definisi

Keuntungan

Kerugian

Kesepakatan lokal

adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak terkait
mengenai suatu hal tertentu pada tempat/wilayah tertentu. Tidak boleh
bertentangan dengan:

1.Peraturan perundang-undangan;

2.Kepentingan umum; dan

3.Hak-hak asasi manusia.

e dapat digunakan untuk mengisi
ketiadaan peraturan perundang-
undangan, terutama Perda
tentang penanggulangan HIV &
AIDS

tidak mengikat
tidak ada sanksi




Menurut  teori  perundang-undangan, penyusunan peraturan
perundang-undangan meliputi dua masalah pokok yaitu:

1. Elemen  formal/prosedural: berhubungan dengan kegiatan
pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung
dalam suatu negara tertentu.

2. Elemen materiil/substansial: berkenaan dengan masalah pengolahan
isi dari suatu perundang-undangan.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada Bab II.



BAB Il
ELEMEN FORMAL PEMBENTUKAN PERDA HIV & AIDS

A. Tahapan dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan dapat
ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 10 Tahun 2004, “Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan
perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan,
persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan,
pengundangan dan penyebarluasan.” Sebenarnya tahap penyebarluasan
adalah tahap setelah Perda terbentuk, namun dianggap sebagai bagian
proses pembentukan karena penting bagi masyarakat untuk
mengerti/memahami isi dan maksud yang terkandung di dalamnya.

Peraturan Daerah adalah bagian dari Peraturan Perundang-undangan
(Pasal 7 ayat (1) UU P3), maka tahapan pembentukan Perda mengacu pada
tahapan pembentukan perundang-undangan sebagai berikut:

TAHAP-TAHAP DALAM PEMBENTUKAN PERDA
1. Perencanaan

2. Persiapan (Penyusunan dan Perumusan)

3. Pembahasan

4. Pengesahan

5. Pengundangan

6. Penyebarluasan




1. Tahap Perencanaan

Ada dua instrumen perencanaan peraturan yang disusun secara
terencana, terpadu, dan sistematis yaitu: Prolegnas (Program Legislasi
Nasional) dan Prolegda (Program Legislasi Daerah). Perencanaan
penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi
Nasional, sedangkan perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan
dalam suatu Program Legislasi Daerah. Tahap awal/tahap perencanaan ini
sangat penting, karena instansi penggagas harus memasukkan Raperda
yang nantinya terdaftar dalam Prolegda.

Tidak seperti penyusunan Prolegnas yang diatur dalam Pasal 16 UU

P3, penyusunan Prolegda tidak ada pengaturannya dalam UU P3. Dengan
menggunakan metode analogi (argumentum per analogiam) yang mengacu
pada Penjelasan Pasal 15 UU P3, “Di samping memperhatikan hal di atas,
Program Legislasi Daerah dimaksudkan untuk menjaga agar produk
Peraturan Perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem
hukum nasional.” Dengan demikian, tata cara penyusunan Prolegda mengacu
pada tata cara penyusunan Prolegnas. Dalam penjelasannya disebutkan
bahwa Prolegda dimaksudkan untuk menjaga agar produk peraturan
perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum
nasional; maka penjelasan Prolegda mengacu pada penjelasan Prolegnas
adalah sebagai berikut:

a. Prolegda memuat program penyusunan Perda (berupa Raperda)

b. Urgensi Prolegda adalah agar dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan (dalam hal ini Perda) dapat dilaksanakan secara berencana dan
untuk menjaga agar produk Peraturan Perundang-undangan Daerah
(dalam hal ini Perda) tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional

c. Dalam Prolegda ditetapkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan
kebutuhan hukum masyarakat

d. Prolegda memuat program legislasi jangka panjang, menengah, atau
tahunan

e. Dalam penyusunan Prolegda perlu ditetapkan pokok materi yang hendak
diatur serta kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya

f. Prolegda disusun secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun
bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

g. Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah
dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus
menangani bidang legislasi

h. Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat
kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi (Panitia
Legislasi DPRD)

i. Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan
oleh biro/bagian yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang
Peraturan Perundang-undangan (Biro Hukum di Provinsi, Bagian Hukum
di kabupaten/kota)

j- Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Prolegda
antara DPRD dan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah



Raperda yang akan didaftarkan harus memuat pokok-pokok pikiran

yang berisi tentang:

a.

Pokok materi yang hendak diatur

Contoh: asas dan tujuan penanggulangan HIV & AIDS; kegiatan
penanggulangan HIV & AIDS; pembentukan dan tugas KPAD, partisipasi
masyarakat dalam penanggulangan HIV & AIDS; dan pembiayaan.
Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum serta
keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya

Contoh: Landasan hukum yang perlu dicantumkan adalah Pasal 13 ayat
(1) huruf e UU Pemda (untuk Provinsi) dan Pasal 14 ayat (1) huruf e UU
Pemda (untuk Kabupaten/Kota) dan PP Nomor 38 Tahun 2007. Peraturan
perundang-undangan yang terkait antara lain Undang-Undang tentang
Kesehatan dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

Ringkasan dari keseluruhan uraian dalam tahap perencanaan dapat dilihat
pada kotak di bawah ini:
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Tabel 2

TAHAP PERENCANAAN

1. Untuk kelancaran pembentukan Perda tentang penanggulangan HIV & AIDS, instansi
penggagas haruslah terlebih dulu memasukkan gagasannya berupa Rancangan Perda
tentang Penanggulangan HIV & AIDS ke dalam Daftar Rancangan Perda yang ada di
Prolegda.

2. Dalam memasukkan Raperda tentang Penanggulangan HIV & AIDS ke dalam
Prolegda, instansi penggagas haruslah menyertakan pokok-pokok pikiran Raperda
tentang Penanggulangan HIV & AIDS, yang isinya adalah:

a. pokok materi yang hendak diatur, misalnya:
» asas dan tujuan penanggulangan HIV & AIDS
= kegiatan penanggulangan HIV & AIDS
= pembentukan dan tugas KPAD
= partisipasi masyarakat dalam penanggulangan HIV & AIDS
* pembiayaan
b. peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum, misalnya:
» Pasal 13 ayat (1) huruf e UU Pemda (untuk Provinsi)
» Pasal 14 ayat (1) huruf e UU Pemda (untuk Kabupaten/Kota) dan PP Nomor 38
Tahun 2007
c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya:
= Undang-Undang tentang Kesehatan
= Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia

TAHAPAN — KOMPONEN POKOK —N KEGIATAN
Il Il Il
Perencanaan — Penggagas / Inisiator — 1. ldentifikasi dan analisis
semua perturan yang
1T berhubungan
| Instansi Pemerintah | g gfggsjr;draft Raperda
I 4. Daftarkan ke Prolegda
| Anggota DPRD |
T

Masyarakat: baik
individu, kelompok
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2. Tahap Persiapan’

Raperda dapat berasal dari DPRD (Raperda Inisiatif/Prakarsa Dewan)
atau dapat juga berasal dari Gubernur/Bupati/Walikota (Raperda usulan
Eksekutif). Hal ini tergantung dari kondisi daerah masing-masing terutama
kondisi geo-politis yang berkembang. Raperda dapat disampaikan oleh
anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan khusus yang
menangani bidang legislasi DPRD. Ketentuan mengenai tata cara
mempersiapkan Raperda yang berasal dari DPRD diatur dalam Peraturan
Tata Tertib DPRD. Raperda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan
oleh pimpinan DPRD kepada gubernur atau bupati/walikota. Penyebarluasan
Raperda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

Raperda yang telah disiapkan oleh gubernur atau bupati/walikota
disampaikan dengan surat pengantar gubernur atau bupati/walikota kepada
DPRD oleh gubernur atau bupati/walikota. Ketentuan mengenai tata cara
mempersiapkan Raperda yang berasal dari gubernur atau bupati/walikota
diatur dengan Peraturan Presiden. Penyebarluasan Raperda yang berasal
dari gubernur atau bupati/walikota dilaksanakan oleh sekretariat daerah.
Apabila dalam suatu masa sidang, gubernur atau bupati/walikota dan DPRD
menyampaikan Raperda mengenai materi yang sama maka yang dibahas
adalah Raperda yang disampaikan oleh DPRD sedangkan Raperda yang
disampaikan oleh gubernur atau bupati/walikota digunakan sebagai bahan
untuk disandingkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri No. 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah) menyebutkan bahwa
penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dilakukan
berdasarkan Prolegda.

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun produk
hukum daerah, namun penyusunan ini juga dapat didelegasikan kepada Biro
Hukum atau Bagian Hukum. Selanjutnya dibentuk Tim Antar Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang diketuai oleh Pimpinan SKPD pemrakarsa/pejabat
yang ditunjuk oleh kepala daerah dan Kepala Biro Hukum/Bagian Hukum
yang berkedudukan sebagai sekretaris. Biro hukum/bagian Hukum dan SKPD
terkait melakukan pembahasan dengan menitikberatkan permasalahan yang
bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.
Ketua Tim Antar SKPD kemudian melaporkan perkembangan rancangan
produk hukum daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah
untuk memperoleh arahan.

Rancangan produk hukum daerah yang telah dibahas harus
mendapatkan paraf koordinasi Kepala Biro Hukum/Bagian Hukum dan
pimpinan SKPD terkait. Pimpinan SKPD/pejabat yang ditunjuk kemudian
mengajukan rancangan produk hukum daerah yang telah mendapat paraf
koordinasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris

! Dalam tahap persiapan ini terkadang diperlukan suatu naskah akademis. Hal-hal yang
berkaitan dengan naskah akademis dapat dilihat pada lampiran dokumen ini (Lampiran 3)
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Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap
rancangan produk hukum daerah yang telah diparaf koordinasi.

Rancangan produk hukum daerah yang telah mengalami perubahan
dan/atau penyempurnaan itu lalu dikembalikan kepada pimpinan SKPD
pemrakarsa, dan disampaikan kembali kepada Sekretaris Daerah setelah
dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Biro Hukum/ Bagian Hukum dan
pimpinan SKPD terkait. Kemudian, rancangan produk hukum daerah yang
berupa Raperda disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk
dilakukan pembahasan. Contoh Perda HIV & AIDS yang berasal dari usulan
eksekutif adalah Perda Kabupaten Banyuwangi. Secara ringkas, tahap
persiapan Perda usulan eksekutif dapat digambarkan sebagai berikut:

TAHAPAN KOMPONEN POKOK :> KEGIATAN
1l JL Il
Persiapan e Pemrakarsa adalah SKPD Merumuskan Draft RAPERDA dengan
ﬂ yang tugas pokoknya pencbahasan berisi materi pokok:
. Latar belakang

berhubungan erat dengan isi

Raperda :>
¢ Dapat didelegasikan kepada

Biro atau Baaian Hukum

U I

. Maksud dan Tujuan

. Kemanfaatan

. Pokok-pokok materi yang diatur
. Bila perlu, buat naskah akademik

Q00T

Bentuk Tim Antar SKPD, diketuai a. Bersama SKPD terkait membahas
oleh Pimpinan SKPD Raperda khususnya tentang
. . obyek, jangkauan dan arah
Pemrakarsa atau Pejabat lain :> pengaturan
yang ditunjuk oleh Kepala b. Berkoordinasi dengan Sekda untuk
Daerah, sedangkan Kepala Biro / laporan dan atau arahan

Bagian Hukum meniadi . Membubuhkan paraf koordinasi
gS kretaris Ti | . Mengajukan RAPERDA kepada
ekretaris Tim Kepala Daerah via Sekda

I I

Sekretaris Daerah a. Jika Sekda melakukan perubahan

/penyempurnaan maka RAPERDA

:> dikembalikan kepada Tim untuk
mendapatkan paraf koordinasi

b. RAPERDA diteruskan  kepada
Kepala Daerah untuk selanjutnya
diserahkan  kepada  Pimpinan
DPRD

I I

Pimpinan DPR a. Mengagendakan sidang paripurna
untuk pembahasan

:> b. Membentuk pansus/menugaskan
komisi atau gabungan komisi

oo

Sekalipun tidak ada pengaturan partisipasi masyarakat dalam prosedur
penyusunan produk hukum daerah, dalam praktiknya kelompok masyarakat
pemangku kepentingan atau badan/lembaga/komisi independen atau semi
independen dapat memasukkan usulan Raperda kepada SKPD yang terkait.
Kelompok masyarakat pemangku kepentingan atau badan/lembaga/komisi
independen atau semi independen dapat memasukkan usulan Raperda
kepada DPRD sebagai usul prakarsa DPRD. Raperda Penanggulangan HIV
& AIDS bisa dimasukkan melalui Biro Bina Kesejahteraan dan Pemberdayaan
Perempuan (Biro BKPP) atau Dinas Kesehatan. Contoh: KPAD Bali
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memasukkan usulan Raperda HIV & AIDS-nya ke Pemerintah Provinsi Bali
melalui Biro BKPP.

Tata cara mempersiapkan Raperda yang berasal dari DPRD diatur
dalam Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing Provinsi yang merupakan
turunan Peraturan Pemerintah No. 25 Th. 2004 tentang Penyusunan
Peraturan Tata Tertib DPRD.

Sekurang-kurangnya lima anggota DPRD dapat mengajukan suatu
usul prakarsa rancangan Perda. Usul prakarsa disampaikan kepada Pimpinan
DPRD dalam bentuk Raperda disertai penjelasan secara tertulis dan
diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD. Usul prakarsa tersebut oleh
Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat
pertimbangan dari Panitia Musyawarah. Dalam Rapat Paripurna, para
pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pembicaraan
mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan
kepada:

a. anggota lainnya untuk memberikan pandangan;

b. kepala daerah untuk memberikan pendapat;

c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan
pendapat kepala daerah.

Sebelum diputuskan menjadi usulan Raperda prakarsa DPRD, para
pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak
usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD. Tata cara pembahasan Raperda atas
prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan
Raperda atas prakarsa kepala daerah.

Kotamadya Malang (JaTim), Kabupaten Badung (Bali), dan Provinsi
NTT adalah contoh daerah yang Perda-nya berasal dari usulan DPRD. Di
Provinsi NTT, mulanya Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan HIV & AIDS disiapkan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh
KPA Provinsi NTT yang terdiri dari 10 orang pakar lintas sektor, antara lain
dari Dinas Kesehatan, Biro Hukum Pemda Provinsi, aktivis LSM yang
bergerak dalam bidang HIV, Gender, Hukum & HAM, tim asistensi KPA dan
IFPPD. Setelah siap, draft Raperda diserahkan ke Fraksi PDIP dan IFPPD di
DPRD untuk diproses sebagai Perda inisiatif, kemudian diserahkan kepada
Fraksi PDIP & IFPPD di DPRD Provinsi NTT, selanjutnya diproses sebagai
PERDA dengan hak inisiatif.
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Tabel 3

Persiapan Penyusunan Perda Inisiatif / Prakarsa DPRD

TAHAPAN KOMPONEN POKOK — KEGIATAN

17 17 11

Persiapan e Kurang lebih 5 orang A-DPRD Merumuskan gagasan Raperda Inisiatif
>« Mewakil lebih dari 1 Fraksi | dengan materi pokok :

a. Latar belakang

b. Maksud dan Tujuan

c. Kemanfaatan

d

e

. Pokok — pokok materi yang diatur
. Bila perlu, buat naskah akademik

1]

Masyarakat / Pemangku Kepentingan / a. Memberikan tanggapan & alasan
Stakeholders b. Menyampaikan kritik & alasan
Anggota DPRD ﬂ c. Menyampaikan dukungan & alasan
Kepala Daerah / Pejabat yang ditunjuk d. Menyatakan penolakan & alasan
Inisiator / Penggagas a. Membahas masukan dan

tanggapan
b. Mengintegrasikan masukan dan
ﬁ tanggapan dalam draft inisiatif
Perda Inistaif
c. Membatalkan/mencabut kembali
draft Perda Inisiatif

[l

Pimpinan DPR a. Mempelajari usul Raperda dari
DPRD

b. Mengagendakan sidang paripurna
untuk pembahasan

Q c. Mengambil keputusan, menolak

atau menerima sebagai Raperda

d. Membentuk pansus/ menugaskan

komisi atau komisi gabungan




Contoh Prosedur Penyusunan Raperda Yang Berasal dari DPRD
[berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, yang

berpedoman pada PP Nomor 25 Tahun 2004]

Sekurang-
kurangnya lima
anggota DPRD

disampaikan kepada
Pimpinan DPRD dalam
bentuk Raperda disertai

Usul prakarsa tersebut
oleh Pimpinan DPRD
disampaikan pada

Dalam Rapat
Paripurna, para
pengusul diberi

prakarsa menjadi
prakarsa DPRD.

mencabutnya kembali

dapat penjelasan secara Rapat Paripurna kesempatan
mengajukan > tertulis dan diberikan DPRD setelah B memberikan
suatu usul Nomor Pokok oleh mendapat penjelasan atas usul
prakarsa Sekretariat DPRD pertimbangan dari Raperda
Raperda Panitia Musyawarah
Pembicaraan Usul prakarsa Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa
diakhiri dengan sebelum diputuskan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
Keputusan menjadi prakarsa a. anggota lainnya untuk memberikan pandangan;
DPRD yang DPRD para pengusul b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat;
menerima atau  [€+  berhak mengajukan c. Para pengusul memberikan jawaban atas
menolak usul perubahan dan/atau

pandangan para anggota dan pendapat Kepala

Daerah.

Alternatif
Usul Disampaikan Pimpinan DPRD Usul-prakarsa Rapat
Prakarsa j dalam bentuk menyampaikan |:> Raperda |::> Paripurna
dari Raperda ke usul-prakarsa dibahas di DPRD
Anggota Pimpinan Raperda pada Rapat memutuskan
DPRD DPRD Rapat Paripurna Paripurna untuk
DPRD setelah menerima atau
mendapat menolak usul
pertimbangan prakarsa
Panitia menjadi
Musyawarah. prakarsa DPRD
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3. Tahap Pembahasan

Pembahasan Raperda dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah
(Gubernur/Bupati/Walikota). Pembahasan dilakukan di DPRD melalui
beberapa tingkat pembicaraan yaitu melalui rapat komisi/panitia/alat
kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat
paripurna. Dalam tahap pembahasan ini, Gubernur/Bupati/Walikota tidak
dapat diwakilkan, kecuali dalam pengajuan dan pengambil keputusan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Raperda diatur
dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Maksud pembahasan Raperda di DPRD adalah untuk mendapatkan
persetujuan bersama. Pasal 42 ayat (1) huruf a UU Pemda menyebutkan
bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang
dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
Persetujuan bersama mengandung arti setuju atau tidak setuju oleh DPRD
dan/atau Kepala Daerah. Apabila salah satu pihak tidak setuju atau keduanya
tidak setuju berarti tidak ada persetujuan bersama. Kemungkinan terjadinya
tidak setuju tampak dalam Pasal 42 ayat (1) UU UU P3: “Rancangan
peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh dewan perwakilan rakyat
daerah dan gubernur atau bupati/walikota disampaikan oleh pimpinan dewan
perwakilan rakyat daerah kepada gubernur atau bupati/walikota untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.” Secara argumentum a contrario,
apabila tidak ada persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur atau
Bupati/Walikota, maka Raperda tidak dapat disampaikan oleh pimpinan
DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah.

Tabel 4

TINGKAT-TINGKAT PEMBICARAAN DI DPRD

1. | Pembicaraan tingkat pertama meliputi:

a | Penjelasan kepala daerah dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian Raperda
yang berasal dari kepala daerah

b | Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi/Gabungan Komisi atau
Pimpinan Panitia Khusus terhadap Raperda dan atau Perubahan Perda atas usul
prakarsa DPRD

2. | Pembicaraan tingkat kedua meliputi:

a | Dalam hal Raperda yang berasal dari kepala daerah, maka

» Pandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap Raperda yang berasal dari
kepala daerah

= Jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi

b | Dalam hal Raperda yang berasal dari DPRD

= Pendapat kepala daerah terhadap Raperda yang berasal dari DPRD

= Jawaban dari Fraksi-fraksi terhadap pendapat kepala daerah

3. | Pembicaraan tingkat ketiga meliputi pembahasan dalam rapat Komisi/ Gabungan
Komisi atau Rapat Panitia Khusus dilakukan bersama-sama dengan kepala daerah
atau pejabat yang ditunjuk.
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4. | Pembicaraan tingkat keempat meliputi:

a | Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan

= Laporan hasil pembicaraan tahap ketiga

= Pendapat akhir fraksi

= Pengambilan keputusan

b | Penyampaian sambutan kepala daerah terhadap pengambilan keputusan

Berikut adalah jenis-jenis rapat di DPRD. Diharapkan bahwa dengan
memahami jenis-jenis rapat tersebut, masyarakat dapat ikut berpartisipasi.

Tabel 5

JENIS DAN SIFAT RAPAT

1. Rapat Paripurna: ¢ rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau
Wakil Ketua DPRD

o forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan
tugas DPRD antara lain untuk menyetujui Raperda
menjadi Perda

o bersifat terbuka untuk umum

2. Rapat Komisi: e rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau
Wakil Ketua Komisi

¢ bersifat tertutup kecuali apabila Pimpinan Rapat
menyatakan terbuka

3. Rapat Gabungan ¢ rapat Komisi-komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil
Komisi: Ketua DPRD

¢ Dbersifat tertutup kecuali apabila Pimpinan Rapat
menyatakan terbuka

4. Rapat Panitia e Dbersifat tertutup kecuali apabila Pimpinan Rapat
Khusus: menyatakan terbuka
5. Rapat Fraksi: e rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Ketua atau

Wakil Ketua Fraksi
o Sifat rapat (terbuka atau tertutup) ditentukan oleh
masing-masing Fraksi

MAKNA BERSIFAT TERBUKA UNTUK UMUM

1. Undangan yang bukan anggota DPRD:
e hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD
e dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat tetapi tidak
mempunyai hak suara
2. Peninjau dan wartawan:
¢ hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan
mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat
Kelengkapan yang bersangkutan
o tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan
perkataan maupun dengan cara lain
Catatan:
- Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan atau
ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.
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Sebagaimana pembahasan Raperda pada umumnya, pembahasan
Raperda tentang Penanggulangan HIV & AIDS juga mengikuti mekanisme di
atas. Jika mekanisme pembahasan Raperda di DPRD telah dipahami dengan
benar, maka para pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam
pembahasan Raperda sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Hal lain yang
perlu pula dipahami ialah bahwa proses pembahasan Raperda di DPRD
merupakan proses politik yang terbuka bagi adanya kompromi-kompromi
yang berorientasi kepada kepentingan politik yang diusung oleh anggota
DPRD. Dalam pembahasan Raperda tentang penanggulangan HIV & AIDS,
penggagas Raperda ataupun pemangku kepentingan harus siap mengambil
sikap untuk mundur dari posisi gagasan semula atau berkompromi.
Penggagas harus tetap ingat pada semangat yang melatarbelakangi
pembuatan Raperda atau suatu ketentuan dalam Raperda. Sekalipun mundur
dari posisi gagasan semula atau berkompromi dalam beberapa pasal, jangan
sampai menyebabkan pudar/hilangnya semangat dan tujuan awal.

Sebagai contoh, dalam pasal Raperda tercantum kata “kondom”
sebagai suatu upaya mencegah penularan HIV, namun kata “kondom” sering
mendapat tantangan dan diminta untuk dihilangkan.

» Jika penggagas tetap bertahan dan penentang juga bertahan, maka
kemungkinan Raperda tersebut tidak akan mendapat persetujuan.

» Jika penggagas mengikuti keinginan menghilangkan kata “kondom” dalam
pasal Raperda, namun kata itu diselipkan dalam penjelasan pasal,
mungkin Raperda tersebut akan mendapat persetujuan.

Tidak jarang pula pendapat-pendapat yang timbul selama proses
pembahasan berseberangan dengan asas yang terkandung dalam materi
muatan Raperda. Misalnya: pasal Raperda yang mengharuskan orang yang
mengetahui dirinya terinfeksi HIV untuk memberitahukan pasangannya
sebelum hubungan melakukan seksual. Pasal ini mengandung dilema, di satu
sisi untuk melindungi pasangan seksual namun di sisi lain melanggar hak
atas rahasia status kesehatan.

Ketika ada usulan untuk menghilangkan atau mengubah sesuatu,
sebaiknya jangan segera menolak, namun bisa mengajukan usul perbaikan
redaksional. Contoh: orang yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV waijib
melindungi pasangan seksualnya. Cara untuk melindungi bisa dicantumkan
dalam penjelasan pasal. Dengan demikian proses pembuatan Perda tidak
akan terhambat atau bahkan gagal.
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Tabel 6

e Proses pembahasan Raperda di DPRD merupakan proses politik yang
terbuka bagi kompromi-kompromi

e Penggagas Raperda atau pemangku kepentingan harus siap mengambil sikap
untuk mundur dari posisi gagasan semula tanpa menghilangkan tujuan dan
semangat awal

Tahap Pembahasan Raperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD

TAHAPAN KOMPONEN POKOK ﬁ KEGIATAN
1L 1L 1l
Pembahasan Pembahasan Tingkatan Pertama Rapat Paripurna dengan agenda:
:> ﬁ a. Jika Raperda diusulkan oleh

pemda maka Kepala Daerah
menyampai-kan penjelasan
tentang Raperda tersebut.

b. Jika Raperda/ Perda perubahan
berasal dari DPRD maka Pimpinan
Komisi/ Gabungan Komisi/ Pansus
menyampaikan penjelasannya.

1L

Pembahasan Tingkatan Kedua a. Jka Raperda diusulkan oleh

Pemda maka Fraksi-fraksi

ﬁ menyampaikan tanggapannya
dilanjutkan  dengan penjelasan
Kepala Daerah

b. Jika Raperda diusulkan oleh
DPRD maka Kepala Daerah
menyampai- kan tanggapannya
lalu fraksi-fraksi menyampaikan
penjelasan atas tanggapan Kepala

Daerah

Pembahasan Tingkatan Ketiga Rapat Komisi/Gabungan Komisi/
Panitia Khusus dilakukan bersama
ﬁ dengan Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjuk

[ 0

Pembahasan Tingkatan Keempat Rapat Paripurna untuk Pengambilan
Keputusan dengan agenda acara:
a. Laporan hasil pembicaraan tahap

ketiga
ﬂ b. Pendapat akhir fraksi

c. Pengambilan keputusan

Sambutan Kepala Daerah terhadap
pengambilan Keputusan
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Contoh Prosedur Pembahasan Raperda di DPRD

[berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, yang
berpedoman pada PP Nomor 25 Tahun 2004]

RAPAT Penjelasan KDH tentang penyampaian Raperda yang
PEMBICARAAN
TINGKAT | — PARIPURNA berasal dari KDH

Penjelasan oleh Pimpinan Komisi/Gabungan Komisi
atau Pimpinan Panitia Khusus terhadap Raperda dan
atau Perubahan Perda atas usul prakarsa DPRD

AA RAPAT Dalam hal Raperda yang berasal dari KDH
PEMBICAR N —— PARIPURNA a. Pemandangan umum dari Fraksi-fraksi terhadap
TINGKAT I Raperda yang berasal dari KDH;

b. Jawaban KDH terhadap pemandangan umum
Fraksi-fraksi.

Dalam hal Raperda yang berasal dari DPRD
a. Pendapat KDH terhadap Raperda yang
berasal dari DPRD;

b. Jawaban dari Fraksi-fraksi terhadap pendapat
\ 4
KDH.
PEMBICARAAN [ Eg&g
TINGKAT Il ’
GABUNGAN L
KOMISI Pembahasan Raperda dalam komisi, gabungan
) — komisi, panitia khusus bersama Kepala
EI'-OI\L,\J“STLIJAS Daerah atau yang ditunjuk
A 4
AA RAPAT Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna
PEMBICAR N F— PARIPURNA yang didahului dengan
TINGKAT IV a. Laporan hasil pembicaraan tahap ketiga;

b. Pendapat akhir Fraksi;
c. Pengambilan Keputusan.

Penyampaian sambutan KDH terhadap pengambilan
keputusan
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4. Tahap Penetapan

Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur/
Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada
Gubernur/Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda. Penetapan Perda
dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan membubuhkan tanda
tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda
tersebut disetujui bersama.

Jika dalam waktu tersebut Raperda belum ditandatangani, maka
Raperda tersebut secara otomatis dianggap sah menjadi Perda dan wajib
diundangkan. Pengesahannya harus mengandung kalimat pengesahan yang
baku yang harus dibubuhkan pada halaman terakhir. Hal ini akan dijelaskan
lebih lanjut di Kerangka Perda (halaman 25)

Tabel 7
Tahap Penetapan Perda

TAHAPAN KOMPONEN POKOK KEGIATAN

— —
Il Il Il

Penetapan Ketua DPRD dan

) Kepala Daerah — Membubuhkan
tandatangan

5. Tahap Pengundangan

Setelah proses pembahasan dan penetapan, proses berikutnya adalah
pengundangan. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-
undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita
Daerah. Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah
dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Penjelasan Perda ditempatkan dalam
tambahan Lembaran Daerah.
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Tabel 8

Tahap Pengundangan Raperda

TAHAPAN KOMPONEN POKOK :> KEGIATAN
1l 1l L
Pengundangan :: Sekretaris Daerah :: a. Pemberian nomor
b. Pemuatan dalam Lembaran
Daerah dan  tambahan

Lembaran Daerah

6. Tahap Penyebarluasan

Pasal 52 UU Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan: “Pemerintah
Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan
dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan
dalam Berita Daerah.”

Yang dimaksud dengan “menyebarluaskan”, adalah serangkaian
kegiatan yang dilaksanakan agar khalayak ramai mengetahui peraturan
perundang-undangan di daerah yang bersangkutan dan mengerti/memahami
isi serta maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan dapat
dilakukan melalui media elektronik seperti Televisi Republik Indonesia dan
Radio Republik Indonesia, stasiun daerah, atau media cetak yang terbit di
daerah yang bersangkutan.

Dengan telah dilakukannya pengundangan dan kemudian
penyebarluasan suatu peraturan daerah, maka pemerintah daerah telah
memenuhi kewajibannya melakukan keterbukaan dalam pembentukan
peraturan daerah.

Tabel 9
Tahap Penyebarluasan Perda
TAHAPAN — KOMPONEN POKOK — KEGIATAN
11 Il 1l

Penyebarluasan :> Pemerintah Daerah :> Sosialisasi melalui :
Media cetak,
Media elektronik, dan
Cara lainnya
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B. Kerangka Peraturan Daerah

Tabel 10

KERANGKA PERDA

1. Judul: nama, jenis, nomor, tahun
2. Pembukaan:
2.1. Kalimat "Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa’
2.2. Jabatan Pembentuk Perda
2.3. Konsiderans
2.4. Dasar hukum
2.5. Diktum
3. Batang Tubuh:
3.1. Ketentuan umum
3.2. Materi pokok yang diatur
3.3. Ketentuan penyidikan
3.4. Ketentuan pidana (jika diperlukan)
3.5. Ketentuan peralihan (jika diperlukan)
3.6. Ketentuan penutup
4. Penutup:
4.1. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Perda dalam lembaran
daerah
4.2. Penandatanganan pengesahan dan penetapan
4.3. Pengundangan
4.4, Akhir bagian penutup
5. Penjelasan (jika diperlukan)
6. Lampiran (jika diperlukan)

1. Judul
Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam merancang judul

Peraturan Daerah, yakni:

a) Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor,
tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan perundang-
undangan.

b) Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi
Peraturan Daerah.

Contoh:

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG

PENANGGULANGAN HIV/AIDS
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Bandingkan:

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HUMAN IMUNODEFICIENCY
VIRUS/ACQUIRED IMUNODEFICIENCY SYNDROME (HIV/AIDS)
DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)

2. Pembukaan

Pembukaan Peraturan Daerah terdiri atas: 1) Frase Dengan Rahmat

Tuhan Yang Maha Esa; 2) Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah; 3)
Konsiderans; 4) Dasar Hukum; dan 5) Diktum.

Dalam proses perancangan, konsiderans dan dasar hukum acapkali

memerlukan waktu yang cukup lama. Beberapa ketentuan perlu diperhatikan
dalam merancang konsiderans, yakni:

a.

b.

Konsiderans harus memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran
yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Daerah;
Pokok-pokok pikiran pada konsiderans harus memuat unsur filosofis,
yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya;
Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Daerah
dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak
mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya peraturan
perundang-undangan tersebut.

Contoh:

UNSUR FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

Unsur filosofis: pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS merupakan wujud dari
tanggung jawab Pemerintahan Daerah dalam menghormati, melindungi, dan
memenuhi hak dasar atas kesehatan.

Unsur vyuridis: menurut peraturan perundang-undangan, pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular, termasuk HIV, merupakan kewenangan
pengaturan Pemerintahan Daerah.

Unsur sosiologis: tumbuh dan kembangnya HIV & AIDS di dalam masyarakat.

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam merancang dasar

hukum adalah:

a.

b.

Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah
yang memerintahkan pembuatan Peraturan Daerah tersebut

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum
hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih
tinggi

Peraturan Daerah yang akan dicabut dengan Peraturan Daerah yang akan
dibentuk atau Peraturan Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum
resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum
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Dasar hukum materiil untuk Perda tentang penanggulangan HIV &
AIDS adalah UU Pemda (dirujuk untuk ketentuan tentang urusan waijib
penanganan bidang kesehatan), UU Kesehatan (dirujuk untuk ketentuan
tentang pencegahan dan penanggulangan, seperti promosi dan perawatan),
dan PP 38 Tahun 2007 (dirujuk untuk ketentuan tentang kewenangan
pemerintahan daerah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular).

Contoh:

Mengingat: 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie, Staatsblad 1926: 226,
Staatsblad 1940: 14, Staatsblad 1940: 450);

2.  Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali,
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Batang Tubuh

Batang tubuh Peraturan Daerah memuat semua substansi Peraturan
Daerah yang dirumuskan dalam pasal (-pasal). Pada umumnya substansi
dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:

3.1. Ketentuan Umum

3.2. Materi Pokok yang Diatur

3.3. Ketentuan Penyidikan

3.4. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
3.5. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
3.6. Ketentuan Penutup

Dalam mengelompokkan substansi sedapat mungkin dihindari adanya
bab ketentuan lain atau sejenisnya. Bab tersebut diupayakan bisa masuk ke
dalam bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan
judul yang sesuai dengan materi pokok yang diatur. Demikian juga dengan
ketentuan penyidikan, yang bisa ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau
bisa juga ditempatkan pada pasal-pasal sebelumnya.
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3.1. Ketentuan Umum
Berdasarkan lampiran UU P3 (72-82), ketentuan umum berisi:
3.1.1. Batasan atau definisi
3.2.2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan
3.2.3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal)
berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas,
maksud, dan tujuan.

Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi,
singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing
uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali
dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah
kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal
(-pasal) selanjutnya. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan

satu kali, namun diperlukan pengertian untuk satu
bab/bagian/paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu
diberi definisi.

Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim
berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah, maka
batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak
perlu diberikan penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan
sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum

mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan
lebih dahulu dari yang berlingkup khusus

b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok
yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu

c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di
atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan

Contoh:

e Batasan pengertian pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS
e Batasan pengertian HIV
e Batasan pengertian AIDS

3.2. Materi pokok yang diatur
Bagian ini adalah substansi sebenarnya dari Peraturan Daerah
yang dirumuskan secara normatif yakni yang bersifat mengharuskan atau
membolehkan, atau dengan ungkapan lain, memuat norma perilaku (akan
diuraikan lebih lanjut pada Bab III)

Dalam perancangan materi pokok yang diatur mengacu pada
ketentuan-ketentuan pada angka 83 dan angka 84 Lampiran UU P3,
yakni:
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3.2.1. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab

ketentuan umum dan jika tidak ada pengelompokkan bab, materi
pokok yang diatur diletakkan setelah pasal (-pasal) ketentuan
umum

3.2.2. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil

dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh:

a. pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti
pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

kejahatan terhadap keamanan negara;

kejahatan terhadap martabat Presiden;

kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya;

kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan;

kejahatan terhadap terhadap ketertiban umum dan seterusnya.

aobhwbd =

b. Pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum
acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat
kasasi, dan peninjauan kembali.

c. Pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil
Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

Contoh:

BAB ...
PENCEGAHAN HIV

BAB ...
PENANGGULANGAN HIV

BAB ...
TUGAS DAN WEWENANG INSTANSI

BAB ...
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

BAB ...
HAK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

BAB ...
PEMBIAYAAN

Catatan:

Substansi yang berupa sanksi administratif atau keperdataan atas
pelanggaran suatu norma, dirumuskan menjadi satu bagian (pasal)
dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi
keperdataan.

Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan
terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau keperdataan
dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan
demikian hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat
sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.
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» Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin,
pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda
administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat
berupa, antara lain, ganti kerugian.

3.3. Ketentuan Penyidikan

Perancangan ketentuan penyidikan mengacu pada ketentuan pada

angka 179 sampai dengan angka 182, yakni:

= Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada
Penyidik Pegawai negeri Sipil departemen atau instansi tertentu
untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang
atau Peraturan Daerah.

= Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu
sebagai penyidik hendaknya diusahakan agar tidak mengurangi
kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

Contoh:

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan ... (nama departemen atau
instansi) ... dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan
terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang (atau
Peraturan daerah) ini

atau:

Contoh:

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Provinsi berwenang melakukan penyidikan atas
pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 149 ayat (2) dan ayat (3) UU

Pemda menyatakan bahwa:

= Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah
dilakukan oleh pejabat penyidik umum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

= Dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang
diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
atas ketentuan Peraturan Daerah.

Jelaslah bahwa yang berwenang untuk melakukan penyidikan
terhadap pelanggaran atas Perda adalah pejabat penyidik umum,
namun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat pula melakukan
penyidikan asalkan tidak mengurangi kewenangan penyidik umum
untuk melakukan penyidikan.
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3.4 Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

Ketentuan-ketentuan penting yang perlu diperhatikan adalah sebagai

berlkut (angka 86, 87, 91-99 Lampiran UU P3):
Dalam merumuskan ketentuan pidana harus merujuk ke asas-asas
umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 103 KUHP menyatakan
bahwa Ketentuan Pidana dalam KUHP berlaku juga bagi perbuatan
yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundang-undangan lain,
kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain, misalnya:
ketentuan pidana bagi tindak pidana yang merupakan pelanggaran
terhadap kegiatan bidang ekonomi mengacu kepada UU yang
mengatur mengenai tindak pidana ekonomi.

= Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu
dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak
pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

= Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas
norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan
pasal (-pasal) yang memuat norma tersebut. Elemen-elemen/unsur-
unsur norma yang diacu pun harus sama.

= Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi siapapun, subyek dari
ketentuan pidana dirumuskan dengan frase setiap orang.

Contoh:

Setiap orang yang menggunakan nama LPD secara bertentangan dengan
Pasal 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

= Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek
itu dirumuskan secara tegas, misalnya orang asing, pegawai negeri,
saksi.

Contoh:

Pengurus dan karyawan yang melakukan tindakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

= Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh
korporasi.

» Pidana terhadap tindak pidana korporasi dijatuhkan kepada: badan
hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan; mereka yang
memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak
sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau

= kedua-duanya

30



KUHP membedakan antara tindak pidana kejahatan dan tindak
pindana pelanggaran. Rumusan ketentuan pidana harus
menyatakan secara tegas apakah perbuatan yang diancam dengan
pidana itu dikualifikasikan sebagai pelanggaran atau kejahatan.

Contoh:
BAB V
KETENTUAN PIDANA

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal ..., dipidana dengan
pidana kurungan paling lama ... atau denda paling banyak Rp ..., 00
(... rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas
apakah pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau
kumulatif alternatif.

Contoh (sifat kumulatif):

Setiap orang yang dengan sengaja menyiarkan hal-hal yang bersifat
sadisme, pornografi, dan/atau bersifat perjudian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (7) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Contoh (sifat alternatif):

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan penyiaran tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Contoh (sifat kumulatif alternatif):

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa
hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan
yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang
memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (dahulu
UU No. 22/1999) menyebutkan bahwa yang dapat dimuat dalam
Peraturan Daerah harus bersifat alternatif dengan pola maksimal
yakni ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau
denda paling banyak Rp. 50,000,000 (lima puluh juta rupiah). Perda
juga dapat memuat ancaman pidana atau denda sesuai dengan
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
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= Hindari rumusan dalam ketentuan pidana yang tidak menunjukkan
dengan jelas apakah unsur-unsur perbuatan pidana bersifat
kumulatif atau alternatif.

Contoh:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 10 (sepuluh) bulan.

= Jika suatu Peraturan Perundang-undangan yang memuat
ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya
harus dikecualikan (Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa
ketentuan tidak boleh berlaku surut).

Contoh:

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku
surut sejak tanggak 1 Januari 1976, kecuali untuk ketentuan pidananya.

3.5 Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Perda yang
sudah ada pada saat Perda baru mulai berlaku, agar Perda tersebut
dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.
Segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi,
baik sebelum, pada saat, maupun sesudah Perda yang baru itu
dinyatakan berlaku tunduk pada ketentuan Perda baru.

Pada Perda yang baru dapat dimuat pengaturan tentang
penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan
hukum atau hubungan hukum tertentu. Penyimpangan sementara itu
berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan. Jika suatu Perda
diberlakusurutkan, Perda tersebut hendaknya memuat ketentuan
mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan
hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai
berlaku surut dan tanggal mulai pengundangannya (kecuali ketentuan
yang menyangkut pemidanaan).

Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diadakan bagi
peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan yang
memberi beban konkret kepada masyarakat. Jika penerapan suatu
ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan ditunda
sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu,
ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut harus memuat
secara tegas dan rinci tindakan hukum dan hubungan hukum mana
yang dimaksud, serta jangka waktu atau syarat-syarat berakhirnya
penundaan sementara tersebut.
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3.6 Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:
a. Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan

Perda yang dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan.

» menjalankan (eksekutif), misalnya penunjukan pejabat tertentu
yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat
pegawai, dan lain-lain

* mengatur (legislatif), misalnya memberikan kewenangan untuk
membuat peraturan pelaksanaan. Pengaturan sedapat mungkin
dihindari adanya delegasi blangko. Penting dihindari membuat
pendelegasian yang tidak jelas/blangko.

Misalnya:
"Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur”.

Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, delegasi pengaturan dimuat
dalam ayat terakhir dari pasal bersangkutan. Jika pasal terdiri dari
banyak ayat, pendelegasian kewenangan pengaturan dapat dimuat
dalam pasal tersendiri.

b. Nama Singkat

c. Status Perda yang sudah ada
Jika materi Perda baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh
atau sebagian materi dalam Perda lama, maka pencabutan seluruh
atau sebagian Perda lama harus disebutkan di dalam Perda baru.

Rumusan pencabutan diawali dengan kalimat "Pada saat
Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ....... " kecuali untuk
pencabutan yang dilakukan dengan Perda pencabutan tersendiri.
Untuk mencabut Perda yang telah diundangkan dan telah mulai
berlaku, harus menggunakan kalimat "dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku”.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor ...
Tahun tentang (Lembaran Daerah ... Tahun ... Nomor..., Tambahan
Lembaran Daerah .. Nomor ... ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Untuk mencabut Perda yang telah diundangkan tetapi belum mulai
berlaku, harus menggunakan kalimat “ditarik kembali dan
dinyatakan tidak berlaku”
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Contoh:

Pasal 102
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor ...
Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan
Lembaran Daerah ... Nomor ... ) ditarik kembali dan dinyatakan tidak
berlaku.

d. Saat mulai berlaku Perda
Pada dasarnya setiap Perda mulai berlaku pada saat peraturan
yang bersangkutan diundangkan. Jika ada penyimpangan harus
dinyatakan secara tegas di dalam Perda yang bersangkutan
dengan cara :
¢ menentukan tanggal tertentu peraturan akan berlaku

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 8 Agustus 2008

e menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat
pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan
kekeliruan penafsiran gunakan kalimat setelah ... (tenggang
waktu) sejak ..

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal
pengundangan.

Hindari kalimat ...mulai berlaku efektif pada tanggal... atau yang
sejenisnya, karena menimbulkan ketidakpastian mengenai saat
resmi berlakunya suatu Peraturan Daerah yaitu apakah saat
pengundangan atau saat berlaku efektif (dua tahun sejak
ditetapkan).

4. Penutup

Penutup berbeda dengan Ketentuan Penutup. Penutup merupakan
bagian dari Peraturan Daerah, sedangkan Ketentuan Penutup merupakan
bagian dari batang tubuh Peraturan Daerah. Penutup adalah bagian akhir
Peraturan Daerah dan memuat:

1. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah
dalam Lembaran Daerah

2. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah

3. pengundangan Peraturan Daerah

4. akhir bagian penutup
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Lampiran UU P3 menyebutkan bahwa jika dalam waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari Gubernur/Bupati/Walikota tidak menandatangani
rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan
Gubernur/Bupati/Walikota, maka kalimat pengesahan harus dicantumkan
setelah mengundangkan: "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.

Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah, beserta
tahun dan nomornya seluruhnya harus ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Diundangkan di Denpasar

Pada tanggal ....

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
tanda tangan

NAMA

Peraturan Derah ini dinyatakan sah.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ... NOMOR ...

5. Penjelasan (jika diperlukan)

Setiap undang-undang harus diberi penjelasan, namun untuk
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang penjelasan boleh
diberikan boleh tidak. Dalam prakteknya, biasanya Perda diberi penjelasan.

Penjelasan adalah tafsiran resmi dari norma batang tubuh dan sarana
untuk memperjelas norma-norma tersebut, karena itu penjelasan hanya
memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma-norma yang diatur dalam
batang tubuh.

Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk
membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan
norma di dalam bagian penjelasan.

Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan
rancangan Peraturan Daerah yang bersangkutan. Penjelasan Peraturan
Daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

6. Lampiran (jika diperlukan)

Jika lampiran diperlukan, hal ini harus sudah dinyatakan dalam batang
tubuh dengan menyebutkan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Perda yang bersangkutan. Pada akhir lampiran
harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang
mengesahkan/menetapkan Perda yang bersangkutan.
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Tabel 11: Bentuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

PERATURAN DAERAH PROVINS]I ... (Nama Provinsi)
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
... (hama Peraturan Daerah)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR ... (Nama Provinsi),

Menimbang a. bahwa ...; (pertimbangan filosofis)

b. bahwa ...; (pertimbangan yuridis)

c. bahwa ...; (pertimbangan sosiologis)

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang ...;

Mengingat 1 ...; (dasar hukum formal dan materiil, jumlahnya sesuai keperluan)

2. ..

3.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ... (Nama Provinsi)
dan
GUBERNUR ... (Nama Provinsi)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah)
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.
2.
BAB Il
... (Nama Bab)
Pasal 2
... (norma)
Pasal ...

b. (dan, atau, dan/atau)

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...
Peraturan Daerah ini mulai berlaku ... .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi ... (Nama Provinsi)
Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...
GUBERNUR .. (Nama Provinsi),
(tanda tangan)
(NAMA)
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI ... (Nama
Provinsi),
(tanda tangan)
(NAMA)

LEMBARAN DAERAH PROVINSI ... (Nama Provinsi) TAHUN ... NOMOR ...
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Tabel 12: Bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (Nama Kabupaten/Kota)
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
... (hama Peraturan Daerah)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI/WALIKOTA ... (Nama Kabupaten/Kota),

Menimbang a. bahwa ...; (pertimbangan filosofis)

b. bahwa ...; (pertimbangan yuridis)

c. bahwa ...; (pertimbangan sosiologis)

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang ...;

Mengingat 1 ..., (dasar hukum formal dan materiil, jumlahnya sesuai keperluan)

2. ..

3.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (Nama Kabupaten/Kota)
dan
BUPATI/WALIKOTA (Nama Kabupaten/Kota)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah)
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.
2.
BAB II
... (Nama Bab)
Pasal 2
... (norma)
Pasal ...

b. (dan, atau, dan/atau)

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...
Peraturan Daerah ini mulai berlaku ... .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten ... (Nama Kabupaten/Kota)
Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...
BUPATI/WALIKOTA (Nama
Kabupaten/Kota),
(tanda tangan)
(NAMA)
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN/KOTA ...(Nama
Kabupaten/Kota),
(tanda tangan)
(NAMA)
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (Nama Kabupaten/Kota) TAHUN ... NOMOR ...
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BAB Il
ELEMEN MATERIIL PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

A. Fungsi Perda

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan
peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi
daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 136 ayat (2) Undang-
Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, bahwa Perda dibentuk
dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/kabupaten/kota dan
tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas
masing-masing daerah yang merupakan salah satu karakteristik dari asas
otonomi daerah.

Fungsi Perda tentang Penanggulangan HIV & AIDS adalah fungsi
pelaksanaan otonomi daerah karena penanganan bidang kesehatan
merupakan kewajiban daerah dalam rangka otonomi daerah.

Tabel 13

FUNGSI PERDA UNTUK MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH

» Pasal 13 ayat (1) huruf e UU Pemda, untuk Provinsi, “Urusan wajib yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah Provinsi merupakan urusan dalam skala Provinsi
yang meliputi: ... e. penanganan bidang kesehatan; ... “

» Pasal 14 ayat (1) huruf e UU Pemda, untuk Kabupaten/Kota, “Urusan waijib yang
menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota merupakan urusan
yang berskala kabupaten/kota yang meliputi: ... e. penanganan bidang kesehatan;

» PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yang memuat
ketentuan bahwa pemerintahan daerah Provinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan wajib meliputi: “... b. kesehatan;

» Lampiran PP Nomor 38 Tahun 2007, huruf B. Pembagian Urusan Pemerintahan
Bidang Kesehatan, Sub Bidang angka 1. Upaya Kesehatan, Sub-Sub Bidang angka
1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, kewenangan Pemerintahan Daerah
Provinsi antara lain adalah (2) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular skala Provinsi, dan kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota antara lain adalah (2) Penyelenggaraan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular skala kabupaten/kota.
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B. Materi Muatan Perda

Pasal 12 UU P3 mengatur materi muatan Perda, yakni seluruh materi
muatan dalam rangka: penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, dan penjabaran lebih lanjut
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menampung kondisi khusus daerah merupakan salah satu asas
otonomi daerah yang disebut otonomi bersifat nyata atau riil (prinsip otonomi
nyata). Penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas,
wewenang, dan kewajiban yang telah ada dan berpotensi untuk tumbuh,
hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah
sehingga isi dan jenis otonomi tiap daerah berlainan dengan daerah lainnya.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka kategori materi muatan
Perda meliputi:
1. Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah
2. Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pembantuan
3. Materi muatan dalam rangka penjabaran lebih lanjut Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi

Pemahaman mengenai otonomi daerah sebagai materi muatan Perda
dapat disimak dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pemda, bahwa pemerintahan
daerah  menyelenggarakan  urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini
ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Provinsi
merupakan urusan dalam skala Provinsi dan kabupaten/kotamadya meliputi:
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Tabel 14

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Provinsi

Kabupaten/Kotamadya

perencanaan dan pengendalian
pembangunan

perencanaan dan pengendalian
pembangunan

2. perencanaan, pemanfaatan, dan 2. perencanaan, pemanfaatan, dan
pengawasan tata ruang pengawasan tata ruang

3. penyelenggaraan ketertiban umum 3. penyelenggaraan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat dan ketentraman masyarakat

4. penyediaan sarana dan prasarana 4. penyediaan sarana dan prasarana
umum umum

5. penanganan bidang kesehatan 5. penanganan bidang kesehatan

6. penyelenggaraan pendidikan dan 6. penyelenggaraan pendidikan
alokasi sumber daya manusia
potensial

7. penanggulangan masalah sosial 7. penanggulangan masalah sosial
lintas kabupaten/kota

8. pelayanan bidang ketenagakerjaan 8. pelayanan bidang ketenagakerjaan
lintas kabupaten/kota

9. fasilitasi pengembangan koperasi, 9. fasilitasi pengembangan koperasi,
usaha kecil, dan menengah usaha kecil, dan menengah
termasuk lintas kabupaten/kota

10. | pengendalian lingkungan hidup 10. . pengendalian lingkungan hidup

11. | pelayanan pertanahan termasuk 11. | pelayanan pertanahan
lintas kabupaten/kota

12. | pelayanan kependudukan dan 12. ' pelayanan kependudukan dan catatan
catatan sipil sipil

13. | pelayanan administrasi umum 13. | pelayanan administrasi umum
pemerintahan pemerintahan

14.  pelayanan administrasi penanaman 14. | pelayanan administrasi penanaman
modal termasuk lintas modal
kabupaten/kota

15. : penyelenggaraan pelayanan dasar 15. : penyelenggaraan pelayanan dasar
lainnya yang belum dapat lainnya
dilaksanakan oleh kabupaten/kota

16.  urusan wajib lainnya yang 16. | urusan wajib lainnya yang
diamanatkan oleh peraturan diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan perundang-undangan

17. : urusan pemerintahan Provinsiyang | 17. ' urusan pemerintahan kabupaten/kota

bersifat pilihan meliputi urusan
pemerintahan yang secara nyata
ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi,
kekhasan, dan potensi unggulan
daerah yang bersangkutan.

yang bersifat pilihan meliputi urusan
pemerintahan yang secara nyata ada
dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan kondisi, kekhasan, dan
potensi unggulan daerah yang
bersangkutan
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Urusan-urusan tersebut merupakan kewenangan pemerintahan daerah
kabupaten/kota, baik dalam artian mengatur maupun mengurus. Dalam artian
mengatur: urusan-urusan tersebut merupakan materi muatan Peraturan
Daerah kabupaten/kota.

Penanggulangan HIV & AIDS dapat dimasukkan ke dalam urusan
pemerintahan daerah “penanganan bidang kesehatan”. Pemahaman lebih
lanjut dapat dikaitkan dengan PP No. 38 Tahun 2007 dan masing-masing
Peraturan Daerah tentang urusan pemerintahan daerah.

PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pasal
6 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yang memuat ketentuan bahwa
pemerintahan daerah Provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan
mengurus urusan wajib meliputi: “... b. kesehatan; ... ."

Lampiran PP Nomor 38 Tahun 2007, huruf B. Pembagian Urusan Pemerintahan
Bidang Kesehatan, Sub Bidang angka 1. Upaya Kesehatan, Sub-Sub Bidang angka 1.
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi
antara lain adalah (2) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular skala Provinsi, dan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara
lain adalah (2) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
skala kabupaten/kota.

C. Batas Materi Muatan Perda

Pembatasan terhadap Perda diatur dalam Pasal 136 ayat (4) UU
Pemda, yakni Perda dilarang bertentangan dengan:
1. kepentingan umum; dan atau
2. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Yang dimaksud dengan “bertentangan dengan kepentingan umum’”
adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga
masyarakat, terganggunya pelayanan umum, terganggunya ketenteraman
atau ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif (Penjelasan
Pasal 136 ayat (4) UU Pemda).

Adapun konsekuensi dari pelanggaran atas batas tersebut diatur
dalam Pasal 145 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemda. Perda yang bertentangan
dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden
atau yang dikenal dengan pengawasan represif. Selain itu, UU Pemda
mengenal pula pengawasan dalam bentuk evaluasi (pengawasan preventif
terbatas) yakni Raperda yang mengatur APBD, pajak daerah, retribusi
daerah, dan RUTR. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur
dengan PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dikaitkan dengan HIV & AIDS, maka Perda Penanggulangan HIV &
AIDS tidak boleh berisi aturan yang bersifat diskriminatif yaitu merupakan
salah satu asas yang harus terpenuhi dalam muatan Perda.
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D. Asas yang Harus Terkandung dalam Materi Muatan Peraturan Daerah

Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau
organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan,
dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan,
dan keterbukaan.

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang
baik dapat bersifat formal atau bersifat materiil. Asas formal adalah hal-hal
yang menyangkut tahapan-tahapan dalam pembuatan Perda dan kerangka
perda yang telah diulas dalam bab sebelumnya (Bab II).

Asas materiil menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan
harus memenuhi asas berikut:

1. Asas pengayoman: memberikan perlindungan guna menciptakan
ketentraman masyarakat

2. Asas ___kemanusiaan: harus mencerminkan perlindungan dan
penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap
warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Asas kebangsaan: mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia
yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara
kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas kekeluargaan: harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat
dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas kenusantaraan: senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh
wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan
yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional
yang berdasarkan Pancasila.

6. Asas Bhinneka Tunggal lka: harus memperhatikan keragaman
penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan
budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7. Asas keadilan: harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi
setiap warga negara tanpa kecuali.

8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan: tidak
boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar
belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status
sosial.

9. Asas ketertiban dan kepastian _hukum: harus dapat menimbulkan
ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

10. Asas _keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: harus
mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan,antara
kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan
negara.

Penggunaan kata “harus” tersebut menandakan adanya suatu perintah
kepada pembentuk peraturan perundang-undangan untuk
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mengimplementasikan asas-asas materiil dalam materi muatan peraturan
perundang-undangan.

Selain asas-asas tersebut, Perda juga dapat memuat asas-asas lain
yang sesuai dengan bidang hukum Perda tersebut, misalnya:
1. Hukum Pidana: asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan,
asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah
2. Hukum Perdata: asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad
baik (dalam hukum perjanjian)

Tiga asas yang relevan diperhatikan dalam Perda Penanggulangan
HIV & AIDS adalah asas kemanusiaan, asas keadilan dan asas kesamaan
kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Ketiga asas ini pada
dasarnya merupakan hakekat hak asasi manusia; maka perlindungan,
penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia harus
dipenuhi/dicantumkan, antara lain dengan tidak memuat hal-hal berikut:

= Stigmatisasi: pengucilan terhadap orang atau kelompok orang tertentu
dengan memberi cap/ julukan tertentu tanpa alasan yang sah menurut
hukum.

= Diskriminasi: setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang
langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia
atas dasar agama, suku, ras etnik kelompok, golongan status sosial,
status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat
pengurangan, pengakuan pelaksanaan atau penggunaan HAM dan
kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam
bidang politik, ekonomi, hukum sosial, budaya dan aspek kehidupan lain.

» Penyiksaan: setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga
menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik jasmani
maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau
keterangan dari seseorang atau orang ketiga dengan menghukumnya atas
perbuatan yang telah dilakukan, atau diduga telah dilakukan oleh
seseorang atau orang ketiga, dan atau suatu alasan yang didasarkan
pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan
tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau
sepengetahuan siapapun atau pejabat publik.

Contoh-contoh Perda tentang penanggulangan HIV & AIDS yang
mencerminkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi
manusia memuat kalimat-kalimat sebagai berikut:
= Setiap orang yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi

pasangan seksualnya.

Bandingkan dengan rumusan:
Setiap orang yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV  waijib
memberitahukan pasangan seksualnya.

Atau :
Setiap orang yang bersetubuh dengan seseorang padahal diketahui
atau patut diduga bahwa dirinya dan atau pasangannya mengidap
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HIV/AIDS wajib melindungi pasangannya dengan menggunakan
kondom.
Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui
dan memiliki informasi status HIV seseorang wajib merahasiakannya.
Setiap orang dilarang melakukan mandatory test.
Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada
ODHA tanpa diskriminasi.
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BAB IV
PENUTUP

Hal pertama yang harus dilakukan untuk membentuk suatu Perda
tentang pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS adalah pengetahuan
dan wawasan yang luas dan memadai tentang HIV & AIDS, mulai dari
penularan dan pencegahannya serta pengobatannya termasuk Kkajian
epidemiologisnya. Setelah itu perlu pula memahami kondisi sosial daerah dan
kearifan lokal yang mendukung dan menghambat upaya pencegahan dan
penanggulangan HIV.

Aspek-aspek penting dalam pembentukan Perda, terdiri dari aspek
formal dan aspek materiil. Aspek formal menyangkut proses perencanaan,
kerangka, bentuk dan pembentukan Perda. Aspek materiil berisi uraian
tentang fungsi, materi muatan, batas materi muatan, hak asasi manusia serta
asas-asas yang terkandung dalam materi muatan Perda.

Penyusunan dokumen ini telah diupayakan untuk menyediakan
informasi lengkap dan komprehensif tentang segala sesuatu yang diperlukan
jika ingin mengembangkan Perda tentang pencegahan dan penangggulangan
HIV. Pada sisi lain, mengingat bahwa buku ini harus disusun secara
sederhana, praktis dan mudah dipahami oleh kalangan yang tidak
mempunyai latar belakang pendidikan hukum (non legal drafter), mungkin
saja informasi yang tersedia tidak cukup mendalam. Bagi yang ingin mencari
informasi lebih lanjut dan mendalam dapat menelusuri literatur yang
tercantum dalam Bahan Bacaan.
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Lampiran 1 A

Proses Penyusunan Perda Usulan Eksekutif

TAHAPAN |  KOMPONEN POKOK KEGIATAN
1l 1l Il
Perencanaan Penggagas / Inisiator 5. Identifikasi & analisis perturan yang berhubungan
i 6. Siapkan draft Raperda
7. Raperda
1T 8. Daftarkan ke Prolegda
| Instansi Pemerintah |
1T
| Anggota DPRD |
1T
Masyarakat: baik individu,
kelompok maupun LSM
TAHAPAN — KOMPONEN POKOK KEGIATAN
1l 1l Il
Persiapan e Pemrakarsa adalah SKPD Merumuskan Draft RAPERDA dengan pembahasan
i yang TUPOKSI-nya berisi materi pokok:

berhubungan erat dengan isi
PERDA
e Dapat didelegasikan kepada

[l

f.

g.
h.
i.
i.

Latar belakang

Maksud dan Tujuan
Kemanfaatan

Pokok-pokok materi yang diatur
Bila perlu. buat naskah akademik

1]

Bentuk Tim Antar SKPD, diketuai
oleh Pimpinan SKPD
Pemrakarsa atau Pejabat lain
yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah, sedangkan Kepala Biro /
Bagian Hukum menjadi

Sa

. Bersama SKPD terkait membahas Raperda khususnya

tentang obyek, jangkauan dan arah pengaturan
Berkoordinasi dengan Sekda untuk laporan dan atau
arahan

. Membubuhkan paraf koordinasi
. Mengajukan RAPERDA kepada Kepala Daerah via

Sekda

I

1]

Sekretaris Daerah

. Jika Sekda melakukan perubahan /penyempurnaan

maka RAPERDA dikembalikan kepada Tim untuk
mendapatkan paraf koordinasi

. RAPERDA diteruskan kepada Kepala Daerah untuk

selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan DPRD

I

[l

Pimpinan DPR

c. Mengagendakan sidang paripurna untuk
pembahasan
d. Membentuk pansus/ menugaskan komisi atau
gabungan komisi
lanjutan...
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TAHAPAN — KOMPONEN POKOK KEGIATAN
Il Il Il
Pembahasan :> Pembahasan Tingkatan Rapat Paripurna dengan agenda
Pertama penjelasan tentang Raperda oleh Kepala
Pembahasan Tingkatan Tanggapan dari Fraksi-fraksi dilanjutkan dengan
Kedua penjelasan Kepala Daerah
Pembahasan Tingkatan Rapat Komisi/ Gabungan Komisi/ Panitia Khusus
Ketiaa dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau
ﬂ Pejabat yang ditunjuk
Pembahasan Tingkatan Rapat Paripurna untuk Pengambilan Keputusan
dengan agenda acara:
Keemoat d. Laporan hasil pembicaraan tahap ketiga
e. Pendapat akhir fraksi
f. Pengambilan keputusan
g. Sambutan Kepala Daerah terhadap
penaambilan Keputusan
TAHAPAN — KOMPONEN POKOK KEGIATAN
Il Il Il
Penetapan — Ketua DPRD dan
Kepala Daerah Membubuhkan tandatangan
TAHAPAN = KOMPONEN POKOK KEGIATAN
Il Il Il
Pengundangan — Sekretaris Daerah ¢. Pemberian nomor
d. Pemuatan dalam Lembaran Daerah dan
U tambahan Lembaran Daerah
TAHAPAN — KOMPONEN POKOK KEGIATAN
Il Il Il
Penyebarluasan — Pemerintah Daerah Sosialisasi melalui :
- Media cetak,
- Media elektronik, dan
- Cara lainnya
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Bagan Alur

Daerah [berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2006]

Lampiran 1B

Prosedur Penyusunan Raperda Yang Berasal dari Kepala

Pimpinan satuan kerja Dibentuk Raperda dilakukan Ketua Tim
perangkat daerah Tim Antar Satuan Kerja pembahasan Antar SKPD
(SKPD) menyusun Perangkat Daerah dengan Biro Hukum melaporkan

Raperda [diketuai oleh Pimpinan atau Bagian Hukum [ perkembangan
SKPD pemrakarsa atau dan SKPD terkait. Raperda
I pejabat yang ditunjuk I dan/atau
oleh kepala daerah, dan permasalahan
Dapat didelegasikan Kepala Biro Hukum atau Pembahasan kepada
Bagian Hukum menitikberatkan Sekretaris
T berkedudukan sebagai permasalahan yang Daerah untuk
Biro Hukum atau sekretaris] bersifat prinsip memperoleh
Bagian Hukum mengenai objek arahan.
yang diatur,
jangkauan, dan arah
pengaturan
A 4
Raperda Sekretaris Daerah dapat Pimpinan SKPD Raperda yang
disampaikan melakukan perubahan dan/atau atau pejabat telah dibahas
oleh Kepala penyempurnaan terhadap yang ditunjuk harus
Daerah [ Raperda yang telah diparaf mengajukan [ — mendapatkan
kepada koordinasi. Raperda yang paraf
DPRD untuk telah mendapat koordinasi
dilakukan paraf koordinasi Kepala Biro
pembahasan I kepada Kepala Hukum atau
Daerah melalui Bagian Hukum
Raperda yang telah mengalami Sekretaris dan pimpinan
perubahan dan/atau Daerah. SKPD terkait.
penyempurnaan itu
dikembalikan kepada pimpinan
SKPD pemrakarsa, dan
disampaikan kembali kepada
Sekretaris Daerah setelah
dilakukan paraf koordinasi oleh
Kepala Biro Hukum atau Bagian
Hukum dan pimpinan SKPD
terkait.
Alternatif
Penyusunan [3 Dibentuk Tim j Raperda yang telah j Oleh Pimpinan j Diajukan ke
Raperda Antar SKPD dibahas harus SKPD atau DPRD Oleh
Oleh dan mendapat paraf pejabat yang Kepala Daerah
Pimpinan Pembahasan koordinasi Kepala Biro ditunjuk untuk dilakukan
(SKPD), Raperda Hukum/Bagian Hukum mengajukan pembahasan
atau dapat dengan Biro dan pimpinan SKPD Raperda yang
didelega- Hukum/Bagian terkait telah mendapat
sikan Hukum dan paraf ke Kepala
kepada Biro SKPD terkait Daerah
Hukum/ melalui
Bagian Sekretaris
Hukum Daerah
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LAMPIRAN 2

Proses Penyusunan Perda Prakarsa DPRD

TAHAPAN — KOMPONEN POKOK KEGIATAN
L L L
Perencanaan Penggagas / Inisiator 9. ldentifikasi & analisis perturan yang berhubungan
i 10. Siapkan draft Raperda
1. Raperda
II 12. Daftarkan ke Prolegda
| Instansi Pemerintah
I
| Anggota DPRD
1T
Masyarakat: baik individu,
kelompok maupun LSM
TAHAPAN — KOMPONEN POKOK KEGIATAN
L L L
Persiapan e Kurang lebih 5 orang A-DPRD Merumuskan gagasan Raperda Inisiatif

Mewakili lebih dari 1 Fraksi

dengan materi pokok :

f. Latar belakang

g. Maksud dan Tujuan

h. Kemanfaatan

i. Pokok — pokok materi yang diatur
j. Bila perlu, buat naskah akademik

11

Masyarakat / Pemangku
Kepengtingan / Stakeholders
Anggota DPRD
Kepala Daerah / Pejabat yang
ditunjuk

. Memberikan tanggapan & alasan
Menyampaikan kritik & alasan

. Menyampaikan dukungan & alasan

. Menyatakan penolakan & alasan

JQ o

|

|

Inisiator / Penggagas

|

d. Membahas masukan dan
tanggapan

e. Mengintergrasikan masukan dan
tanggapan dalam draft inisiatif
Perda Inistaif

f. Membatalkan / mencabut kembali
draft Perda Inisiatif

[l

Pimpinan DPR

e. Mempelajari usul Raperda dari
DPRD

f. Mengagendakan sidang paripurna
untuk pembahasan

g. Mengambil keputusan, menolak
atau menerima sebagai Raperda

h. Membentuk pansus/ menugaskan
komisi atau komisi gabungan
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TAHAPAN — KOMPONEN POKOK KEGIATAN
L L L
Pembahasan Pembahasan Tingkatan Rapat Paripurna dengan agenda utama adalah
:> Pertama penjelasan dari Pimpinan Komisi/ Gabungan
Komisi/ Pansus
U |
Pembahasan Tingkatan Kepala Daerah menyampaikan tanggapannya lalu
Kedua fraksi-fraksi menyampaikan penjelasan atas
tanggapan Kepala Daerah
U il
Pembahasan Tingkatan Rapat Komisi/ Gabungan Komisi/ Panitia Khusus
Ketiga dilakukan bersama dengan Kepala Daerah attau
9 Pejabat yang ditunjuk
Pembahasan Tingkatan Rapat Paripurna untuk Pengambilan Keputusan
Keempat dengan agenda acara:
P h. Laporan hasil pembicaraan tahap ketiga
i. Pendapat akhir fraksi
j. Pengambilan keputusan
k. Sambutan Kepala Daerah terhadap
penaambilan Keputusan
4
TAHAPAN = KOMPONEN POKOK KEGIATAN
L L L
Penetapan — Ketua DPRD dan
Kepala Daerah Membubuhkan tandatangan
U U
TAHAPAN — KOMPONEN POKOK KEGIATAN
1L 1L Il
Pengundangan — Sekretaris Daerah e. Pemberian nomor
f. Pemuatan dalam Lembaran Daerah dan
U tambahan Lembaran Daerah
TAHAPAN — KOMPONEN POKOK KEGIATAN
1L 1L 1l
Penyebarluas — Pemerintah Daerah Vedia CetSa?(Sia”saSi melalui
an - )
- Media elektronik, dan
- Cara lainnya
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LAMPIRAN 3

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Naskah
Akademis diperlukan persiapan pembentukan peraturan perundang-
undangan. Naskah Akademis adalah suatu bentuk laporan hasil penelitian
yang dapat dijadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3) tidak terdapat
pengaturan mengenai Naskah Akademis. Pengaturan mengenai Naskah
Akademis terdapat di dalam Peraturan pemerintah Nomor 68 Tahun 2005
tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden (selanjutnya disebut PP
Nomor 68 Tahun 2005). Dalam Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 68 Tahun 2005
diatur bahwa pemrakarsa dalam menyusun RUU dapat terlebih dahulu
menyusun Naskah Akademis mengenai materi yang akan diatur dalam RUU.

Artinya, penyusunan Naskah Akademis bukan merupakan kewajiban
atau keharusan, melainkan merupakan kebolehan. Kepada pemrakarsa
diberikan diskresi untuk menyusun Naskah Akademis atau tidak menyusun
suatu Naskah Akademis.

Pengertian Naskah Akademis

Naskah Akademis adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan
penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek,
atau arah pengaturan Rancangan Undang-Undang (Pasal 1 angka 7 PP
Nomor 68 Tahun 2005).

Secara lebih luas pengertian Naskah Akademis terdapat dalam
Lampiran Keputusan Kepala BPHN Nomor G 159.P R.09.10 Tahun 1994
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan
Perundang-undangan, bahwa "Naskah awal yang memuat gagasan-gagasan
pengaturan dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan bidang
tertentu disebut Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan.”

Istilah yang digunakan dalam Lampiran Keputusan Kepala BPHN
tersebut adalah “Naskah Akademik”, sedangkan dalam PP Nomor 68 Tahun
2005 digunakan istilah “Naskah Akademis”. Mengingat Pasal 1 angka 7 PP
Nomor 68 Tahun 2005 dan memperhatikan Keputusan Kepala BPHN Nomor
G 159.P R.09.10 Tahun 1994, maka sebaiknya digunakan istilah:

1. Naskah Akademis Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebagai
istilah umum.

2. Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang, sebagai istilah khusus
dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang, sebagaimana
digunakan dalam PP Nomor 68 Tahun 2005.

3. Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah, sebagai istilah khusus
dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
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LAMPIRAN 3

Isi Naskah Akademis

Naskah Akademis memuat gagasan pengaturan suatu materi
perundang-undangan (materi hukum) bidang tertentu yang telah ditinjau
secara holistik-futuristik dan dari berbagai aspek ilmu, dilengkapi dengan
referensi yang memuat: (1) urgensi; (2) konsepsi; (3) landasan; (4) alas
hukum; (5) prinsip-prinsip yang digunakan; dan (6) pemikiran tentang norma-
norma yang telah dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal dengan
mengajukan beberapa alternatif; yang diajukan dalam bentuk uraian yang
sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan sesuai
dengan politik hukum yang telah digariskan (Keputusan Kepala BPHN Nomor
G 159.P R.09.10 Tahun 1994).

Unsur yang perlu ada dalam suatu Naskah Akademis adalah urgensi
disusunnya pengaturan baru sesuai materi hukum yang menggambarkan:

¢ hasil inventarisasi hukum positif;

e hasil inventarisasi permasalahan hukum yang dihadapi;

e gagasan-gagasan tentang materi hukum yang akan dituangkan ke dalam
Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Rancangan
Peraturan Pemerintah;

e konsepsi landasan, alas hukum dan prinsip yang akan digunakan;

e pemikiran tentang norma-norma nya yang telah dituangkan ke dalam
bentuk pasal-pasal;

e gagasan awal naskah Rancangan Undang-Undang dan/atau Rancangan
Peraturan Pemerintah yang disusun secara sistematis : bab demi bab,
seta pasal demi pasal untuk memudahkan dan mempercepat
penggarapan RUU/RPP selanjutnya oleh instansi yang berwenang
menyusun RUU/RPP tersebut (Keputusan Kepala BPHN Nomor G 159.P
R.09.10 Tahun 1994).

Dalam PP Nomor 68 Tahun 2005 dapat digali substansi Naskah Akademis,

yakni:

a. konsepsi ilmiah yang tentang latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran
yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek, arah pengaturan
(Pasal 1 angka 7).

b. paling sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan
lingkup materi yang akan diatur (ayat (3)Pasal 5).

Kedudukan Naskah Akademis

Naskah Akademis mempunyai kedudukan sebagai dasar pembenar
secara ilmiah bahwasanya suatu materi memang layak untuk mendapatkan
pengaturan, atau suatu permasalahan sosial memang layak dipecahkan
melalui instrumen pengaturan. Dalam Lampiran Keputusan Ketua BPHN
disebutkan kedudukan Naskah Akademis sebagai berikut:

1. Bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi,
pendekatan, luas lingkup dan materi-materi muatan suatu
peraturan perundang-undangan;

2. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin
prakarsa penyusunan RUU/RPP kepada presiden;

3. Bahan dasar bagi penyusunan RUU/RPP.
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LAMPIRAN 3

Format Naskah Akademis

Dalam praktik, format Naskah Akademis tidaklah seragam, sekalipun
dalam Lampiran Keputusan Ketua BPHN telah diberikan contoh formatnya.
Berikut ini dikemukakan forma Naskah Akademis dari BPHN dan format
lainnya di dalam praktik.

Format dari BPHN terdiri dari dua bagian besar, yakni: (1) Format
Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan; dan (2) Konsep Awal
Rancangan Peraturan Perundang-undangan (aslinya dalam Lampiran Ketua
BPHN disebut “konsep awal RUU atau RPP). Di dalam praktiknya,
pembagian dua-format Naskah Akademis itu diikuti, namun rincian dari
masing-masing format itu tidak selalu diikuti.
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LAMPIRAN 3

Format Naskah Akademis Bagian Pertama (Lampiran Keputusan Ketua BPHN)

. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

1.1. Pokok-Pokok pikiran tentang konstatering fakta-fakta yang merupakan
alasan-alasan pentingnya materi hukum yang bersangkutan harus
diatur.

1.2. Daftar Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dan yang dapat
dijadikan dasar hukum bagi pengaturan materi hukum yang
bersangkutan.

2. Tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai.
3. Metode pendekatan.
4. Pengorganisasian.
II. RUANG LINGKUP NASKAH AKADEMIK
1. Ketentuan Umum.
Memuat istilah-istilah/pengertian-pengertian yang dipakai dalam Naskah
Akademik, beserta arti dan makna masing-masing.
2. Materi.
Memuat Konsepsi, pendekatan dan asas-asas dari materi hukum yang perlu
diatur, serta pemikiran-pemikiran normanya yang disarankan, sedapat mungkin
dengan menggunakan beberapa alternatif.
3. Analisis
lll. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan berisi:
a. Rangkuman pokok isi Naskah Akademik
b. Luas lingkup materi yang diatur dan kaitannya secara sistematik
dengan dengan lain-lain peraturan perundang-undangan;
c. Bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan.
2. Saran-saran mengenai :

a. Apakah semua materi Naskah Akademik sebaiknya diatur dalam
bentuk undang-undang atau ada sebagian yang sebaiknya
dituangkan dalam peraturan pelaksana atau peraturan lain.

b. Usulan mengenai penetapan skala prioritas penyusunan Naskah
Akademik Peraturan Perundang-Undangan dan saat paling lambat
RUU/RPP harus selesai diproses, beserta alasan/sebabnya.

IV. Lampiran
1. Daftar Kepustakaan
2. Invetarisasi Peraturan Perundang-undangan yang relevan dan masih

berlaku

Invetarisasi Permasalahan hukumnya;

Laporan hasil penelitian di lapangan (kalau ada)

Berita acara proses penyusunan Naskah Akademik;

Saran-saran dan makalah tertulis dari anggota Panitia Penyusunan Naskah
Akademik;

Berita acara rapat-rapat.

ook w
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LAMPIRAN 3

Format Naskah Akademis Bagian Kedua (Lampiran Keputusan Ketua BPHN)

Bagian kedua adalah konsep awal RUU atau RPP yang terdiri dari pasal-pasal
yang diusulkan dan sudah memuat saran-saran yang konkret.
Formulasinya adalah sebagai berikut:

Konsiderans:
Memuat pokok-pokok pikiran dan konstatasi fakta yang menunjuk pada
perlunya/urgensi pengaturan materi hukum yang bersangkutan.

Alasan/dasar hukum

Memuat daftar Peraturan Perundang-undangan yang perlu diganti, dan/atau yang
berkaitan serta dapat dibedakan dijadikan alas/dasar hukum bagi pengaturan materi
hukum yang dibuat Naskah Akademiknya.

Ketentuan Umum:
Memuat istilah-istilah/pengertian-pengertian yang dipakai dalam Naskah
Akademik dan Pengertiannya.

Materi:

Memuat konsep tentang asas-asas dan materi hukum yang perlu diatur, serta
rumusan norma dan pasal-pasalnya yang disarankan, bila mungkin dengan
mengemukakan beberapa alternatif.

Ketentuan Pidana:
Memuat pemikiran-pemikiran tentang perbuatan-perbuatan tercela yang patut
dilarang dengan menyarankan saksi pidananya (jika perlu).

Ketentuan Peralihan:

Hal ini sangat diperlukan apabila materi dalam naskah akademik sudah pernah
diatur. Ketentuan peralihan harus memuat pemikiran tentang penyelesaian
masalah/keadaan atau peristiwa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya
Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan Peralihan memuat:

a. Ketentuan-ketentuan tentang penerapan Peraturan Perundang-undangan yang
baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan perundang-
undangan yang baru itu berlaku.

b. Ketentuan-ketentuan tentang melaksanakan peraturan perundang-undangan
baru itu secara berangsur-angsur.

c. Ketentuan-ketentuan tentang penyimpangan untuk sementara waktu dari
peraturan perundang-undangan yang baru itu.

d. Ketentuan-ketentuan mengenai aturan khusus bagi keadaan atau hubungan
yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan
baru itu.

e. Ketentuan-ketentuan tentang upaya apa yang harus dilakukan untuk
memasyarakatkan peraturan baru itu.

Ketentuan dalam huruf a dan e sifatnya tetap, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam

huruf b, ¢, d sifatnya sementara.

Penutup

Pada umumnya memuat:

a. Saran tentang penunjukan lembagal/instansi atau perlengkapan negara yang
terkait dan karena itu perlu diikutsertakan dalam penyusunan dan pelaksanaan
Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Pemerintah;

b. Saran tentang pemberian nama singkat RUU/RPP yang bersangkutan;

Saran tentang saat mulai berlakunya Undang-Undang setelah diundangkan.

Pendapat tentang pengaruh Undang-Undang yang baru terhadap Undang-

Undang yang lain; baik yang sudah ada sebelum dan Undang-Undang yang

masih harus dimuat.

oo
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LAMPIRAN 3

Pokok-Pokok Pikiran Rancangan Peraturan Daerah

Karena alasan waktu dan biaya, misalnya, tidak selalu pembuatan
Perda didahului dengan penyusunan Naskah Akademis. Sebagai
penggantinya disusun apa yang dapat disebut sebagai Pokok-pokok Pikiran
Raperda, yang isinya adalah:
Judul Raperda
Alasan pembuatan Raperda
Landasan hukum
Pokok Materi yang hendak diatur
Peraturan perundang-undangan yang terkait

abhwh =
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